Opini Sitti Nur Annisa, Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat sebagai
Cermin Akhlak Lingkungan di
Kabupaten Muna, Sulawesi
Tenggara

Di era modern ini, persoalan lingkungan hidup telah menjadi salah satu
tantangan krusial yang tidak hanya berimplikasi pada aspek estetika ruang
publik, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, persoalan lingkungan yang paling nyata
dirasakan adalah masalah pengelolaan sampah baik di kawasan pemukiman,
ruang publik, maupun pesisir pantai.

Kondisi ini menuntut kita untuk tidak sekadar berpikir teknis, tetapi juga reflektif
secara moral: bagaimana budaya hidup bersih dan sehat (PHBS) mencerminkan
akhlak lingkungan sebagai fondasi perubahan perilaku masyarakat.

Gerakan hidup bersih dan sehat adalah suatu pola perilaku yang berorientasi
pada kebiasaan menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Namun lebih dari itu, PHBS mencerminkan akhlak lingkungan yakni etika dan
tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan sesamanya.

Akhlak lingkungan bukan hanya berwujud aturan atau peraturan, tetapi sebuah
nilai internal yang memotivasi setiap individu untuk menjaga bumi ini agar tetap
layak huni bagi generasi sekarang dan masa depan.

Ketika nilai ini hidup dalam keseharian masyarakat, perilaku menjaga kebersihan,
memilah sampah, dan merawat lingkungan tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi
sebagai kewajiban moral.

Di Kabupaten Muna, persoalan sampah menjadi sangat nyata. Setiap hari
produksi sampah di Kota Raha diperkirakan mencapai sekitar 12 ton, sementara
jumlah armada angkut sampah dan kemampuan pengelolaan di lapangan masih
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terbatas.

DLH Muna mencatat bahwa masyarakat sering membuang sampah sembarangan,
sehingga tugas pengangkutan menjadi semakin berat dan tidak optimal. Lebih
parahnya lagi, kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah masih
rendah, yang semakin memperumit pembiayaan sistem pengelolaan sampah yang
efektif.
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SAMPAH - sampah berserakan di laut sepanjang jalan Bypass Raha, Kecamatan
Katobu , Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sanpah-sampah tersebut
didominasi limbah plastik dan rumah tangga.

Tumpukan sampah tidak hanya terlihat di tepi jalan dan area pemukiman, tetapi
juga di kawasan pesisir seperti di “bay pas” Kota Raha.

Aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk membersihkan lokasi tersebut
karena sampah yang dibiarkan menumpuk bukan hanya memperburuk
pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau busuk dan menjadi habitat lalat yang
berpotensi menyebarkan penyakit.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah
teknis, tetapi juga merupakan manifestasi dari rendahnya kesadaran kolektif
tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.
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Jika kita memahami gerakan hidup bersih dan sehat sebagai cerminan akhlak
lingkungan, maka penyelesaian masalah sampah di Muna tidak bisa hanya
bergantung pada peran pemerintah semata.

Pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya, seperti penempatan bak
dan tempat sampah di ruang publik untuk mendorong masyarakat membuang
sampah pada tempatnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Muna telah mendirikan bank sampah, yang
tidak hanya menjadi tempat penampungan tetapi juga sarana edukasi dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengubah sampah menjadi nilai jual.

Upaya DPRD Kabupaten Muna juga menunjukkan adanya dorongan legislatif
untuk menyelesaikan persoalan ini melalui percepatan penerapan Peraturan
Daerah tentang pengelolaan sampah. Regulasi ini diharapkan memberi dasar
hukum kuat agar terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan
sampah, termasuk jadwal pembuangan dan sanksi bagi yang melanggar aturan
kebersihan lingkungan. Namun, regulasi saja tanpa didukung oleh akhlak
lingkungan yang kuat di tingkat masyarakat akan sulit membawa perubahan
jangka panjang.

Kita sering mendengar bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan
ini bukan hanya mengandung dimensi religius, tetapi juga moral sosial: ketika
seseorang menjaga kebersihan lingkungan, ia menunjukkan rasa tanggung jawab
terhadap dirinya sendiri dan komunitasnya.

Dalam konteks Muna, jika warga memahami bahwa membuang sampah di tempat
yang benar bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi juga merupakan bentuk
tanggung jawab sosial dan moral, maka gerakan hidup bersih dan sehat bisa
menjadi budaya masyarakat yang kuat.

Pendidikan lingkungan hidup di sekolah dan komunitas dapat menjadi salah satu
strategi jangka panjang untuk menanamkan nilai akhlak lingkungan. Melalui
pendidikan ini, generasi muda akan lebih memahami hubungan antara kebiasaan
sehari-hari dengan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.

Partisipasi sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda perlu digalakkan
agar pesan moral tentang kebersihan lingkungan membumi secara luas.



Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara bijak juga harus
ditingkatkan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, dan komunitas lokal. Kegiatan seperti kerja bakti lingkungan, lomba
kebersihan antar kampung, serta pelatihan pengelolaan sampah berbasis 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) dapat menjadi sarana praktis untuk menguatkan nilai
akhlak lingkungan di tengah kehidupan masyarakat Muna.

Gerakan hidup bersih dan sehat sebagai cerminan akhlak lingkungan bukan
sekadar kampanye sesaat. Ia adalah panggilan moral yang menuntut perubahan
budaya dan perilaku kolektif demi masa depan lingkungan yang bersih, sehat, dan
lestari.

Ketika setiap warga Kabupaten Muna memahami bahwa menjaga lingkungan
adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai anggota komunitas, maka
persoalan sampah tidak lagi menjadi beban yang menakutkan, tetapi menjadi
tantangan yang diselesaikan bersama.

Di ujungnya, solusi atas masalah sampah di Kabupaten Muna sangat tergantung
pada sejauh mana masing-masing individu mampu menginternalisasi nilai-nilai
hidup bersih sebagai bagian dari akhlak lingkungan.

Ketika gerakan ini menjadi bagian dari nilai hidup sehari-hari masyarakat, maka
lingkungan yang bersih dan sehat tidak lagi menjadi cita-cita semata, tetapi
menjadi realitas yang dijalani bersama.

= Penulis adalah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK)



Sitti Nur Annisa



https://www.sultranet.com/opini-sitti-nur-annisa-gerakan-hidup-bersih-dan-sehat-sebagai-cermin-akhlak-lingkungan-di-kabupaten-muna-sulawesi-tenggara/screenshot_2026-01-05-22-08-47-169_com-microsoft-emmx-edit/

Fenomena Gunung Es Lembaga
Hukum Kasus Pemerasan Oknum
Polisi di Wakatobi

Oleh : Samidin

Wakatobi, sultranet.com - Baru-baru ini, masyarakat dikejutkan oleh sebuah
rekaman yang beredar luas di media sosial, khususnya di Facebook. Rekaman
tersebut memuat percakapan antara seorang oknum polisi dan seorang saksi.
Dalam percakapan itu, terdengar jelas bagaimana oknum polisi tersebut mencoba
meyakinkan sang saksi bahwa statusnya dapat dinaikkan menjadi tersangka jika
tidak memenuhi permintaan sejumlah uang tertentu.

Yang menjadi sorotan utama bukanlah kasus yang sedang ditangani, melainkan
tindakan oknum polisi tersebut. Dalam rekaman itu, ia bahkan mencatut tiga
lembaga hukum sekaligus: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kalimat-
kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar begitu lancar, seolah-olah praktik
semacam itu sudah biasa dilakukan.

Tekanan psikologis tampak digunakan dalam percakapan tersebut, meskipun
tidak ada bentakan atau ancaman fisik. Metode ini sering disebut sebagai
coercive persuasion, yaitu cara untuk membuat seseorang merasa takut, lalu
menawarkan solusi agar permasalahan yang dihadapi dapat “diatasi.” Fenomena
ini mengundang pertanyaan besar tentang integritas lembaga hukum di
Wakatobi, atau bahkan di Indonesia secara umum.

Tindakan ini tidak hanya merusak citra individu yang terlibat, tetapi juga menodai
kredibilitas institusi hukum secara keseluruhan. Dalam konteks masyarakat yang
sudah sering dihadapkan pada isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang,
rekaman ini memperdalam rasa ketidakpercayaan publik terhadap penegak
hukum. Apakah ini hanyalah puncak dari fenomena Gunung Es? Jika memang
demikian, berarti ada kemungkinan masih banyak kasus serupa yang belum
terungkap.

Kasus ini juga mengingatkan kita pada berbagai permasalahan hukum lain di
Wakatobi yang hingga kini masih menjadi misteri. Sebut saja kasus Bawang
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Merah, penyalahgunaan BBM bersubsidi, hingga tambang ilegal Galian C. Semua
ini menunjukkan bahwa ada pola pengelolaan hukum yang perlu dibenahi secara
serius.

Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan jauh lebih
besar daripada sekadar citra buruk institusi hukum. Ketidakadilan yang dirasakan
masyarakat dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas, bahkan
berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan hukum di masyarakat. Dalam kondisi
seperti ini, lembaga hukum tidak hanya gagal menjalankan tugasnya sebagai
penegak keadilan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memperparah
ketidakadilan.

Harapan kita semua adalah agar ketiga lembaga hukum yang disebut dalam
rekaman tersebut dapat menjaga dan mengembalikan kepercayaan publik. Tugas
besar menanti mereka, untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini masih bisa
ditegakkan dengan adil, transparan, dan tanpa intervensi kepentingan pribadi.
Tidak ada cara lain untuk memulihkan kepercayaan selain dengan tindakan nyata
dan konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kita, sebagai masyarakat, juga memiliki peran untuk terus mengawasi, bersuara,
dan mendorong transparansi dalam setiap proses hukum yang terjadi. Keberanian
untuk melaporkan penyimpangan seperti yang ada dalam rekaman ini adalah
langkah awal yang harus kita dukung dan apresiasi. Karena hanya dengan upaya
kolektif, harapan terhadap keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud.

Fatmawati Kasim Marewa

Di Pilkada Bombana, di kubu Burhanuddin-Ahmad Yani atau BERAN1, ada sosok
yang tak pernah luput dari perhatian publik. Insya Allah, jika Burhanuddin
dilantik menjadi Bupati, maka sosok ini bisa disebut sebagai first lady Bombana.

Dia adalah Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, istri calon Bupati Bombana
pemenang Pilkada 2024, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
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Fatmawati adalah sosok yang energik. Lihatlah aktivitasnya. Ia all-out membina
Fatimah Pemberani, organ sayap pemenangan Paslon BERAN1. Di setiap
kunjungan silaturahmi Burhanuddin bertemu tokoh-tokoh dan masyarakat,
Fatmawati kadang menyempil untuk bersosialisasi, seringkali lewat akun TikTok-
nya.

Lewat akun TikTok-nya, tamatan Fakultas FISIP UHO Kendari ini semakin dikenal
luas oleh warga Bombana. Setiap live-nya, tak pernah kurang dari 10.000
penonton. Komentar-komentar yang masuk pun luar biasa dukungannya,
mendukung segala ikhtiar-ikhtiarnya bersama Burhanuddin.

“Jaga kesehatan, Bu. Insya Allah kami doakan Bapak jadi Bupati Bombana,” kata
sejumlah pengikutnya di TikTok.

Narasi-narasi dukungan kepada putri kesembilan dari 11 bersaudara ini selalu
menghiasi akun-akun media sosialnya. Sikapnya luwes bergaul dan ia selalu
adaptif pada suasana apapun.

Tak ada demam panggung pada dirinya, bahkan dalam situasi apapun. Itu karena
ia sudah terbiasa tampil, terutama saat memeragakan gaun-gaun mutakhir di
event-event fashion show yang mewakili PKK dan Dekranasda Bombana.

Harap maklum, Hj. Fatmawati Kasim Marewa adalah mantan Ketua TP PKK
sekaligus Ketua Dekranasda Bombana saat suami, Ir. H. Burhanuddin M.Si,
menjabat Pj. Bupati Bombana 2022-2023. Tak sedikit pengorbanan, pikiran,
tenaga, dan materi dikeluarkan demi kemajuan Bombana melalui PKK dan
Dekranasda.

Di Pilkada, Hj. Fatmawati tampak lebih gesit bersosialisasi. Tak ada waktu dan
ruang kosong untuk dirinya, semua untuk mewujudkan ikhtiarnya kembali
mengabdi di Bombana. Suami tercinta selalu memberikan dukungan yang luar
biasa.

Dukungan suami itu sangat berarti. Burhanuddin selalu menjadikan Hj.
Fatmawati sebagai ratu dalam rumah tangga dan keluarga. Berkali-kali dalam
pidatonya, Burhanuddin menegaskan, jika ingin sukses, ingin banyak rezeki, ingin
selamat dan bahagia, jadikanlah istri sebagai ratu.

Itulah Burhanuddin, menjadikan sang istri sebagai segala-galanya. Setiap



kampanye dan sosialisasi, Hj. Fatmawati selalu mendampingi suaminya. Mungkin
ada suara minor mengapa istri selalu ikut, namun jangan salah, Hj. Fatmawati
adalah kekuatan Burhanuddin, energi kuat bagi diri dan ikhtiarnya.

Begitulah, Burhanuddin menegaskan prinsipnya untuk menjadikan istri sebagai
ratu dan menempatkan Hj. Fatmawati yang utama di sisinya. Tak salah jika
dikatakan, di balik kesuksesan Burhanuddin, ada sosok Hj. Fatmawati Kasim
Marewa di sampingnya.

Meski diperlakukan ibarat ratu, Hj. Fatmawati tetap paham dengan kodratnya
sebagai istri. Posisinya tetaplah harus mengabdi pada suami. Itu dibuktikan
dengan seluruh waktu, hati, dan pikirannya untuk suami. Ia menyiapkan pakaian,
mengatur sarapan dan minum, memakaikan kaos kaki, menyiapkan sepatu,
sampai menyediakan kebutuhan seperti rokok, vitamin, dan obat.

Di masa kampanye, Fatmawati memberi semangat yang luar biasa. Tim-tim
pemenangan dan relawan dimudahkan langkah-langkahnya. Semua ini
berdampak pada peningkatan elektoral Burhanuddin-Ahmad Yani. Hasilnya,
semua bahagia dengan kemenangan.

Kemenangan Burhanuddin dan Ahmad Yani di Pilkada Bombana harus diakui
berkat kerja kolektif dari seluruh tim dan elemen pendukung. Tim Pemenangan
Kabupaten, Korcam, Kordes, Korlu, dan konsultan politik patut diapresiasi
setinggi-tingginya. Namun, peran Fatmawati Kasim Marewa juga sangat
signifikan dalam wilayah moril Burhanuddin.

Jiwa manis Fatmawati diakui oleh banyak relasi. Perhatiannya sangat besar
terhadap kaum lemah, anak yatim piatu, kerabat, dan orang-orang di sekitarnya.
Jiwa manisnya pun harum menebar kemana-mana. Untuk kita semua. Tabik.

Mandonga, 5 Desember 2024




Menuntut Transparansi
Kepemimpinan dan Bukti Nyata
dari Program Unggulan Petahana

Menjelang pemilihan di Wakatobi, perhatian publik tertuju pada kinerja Bupati
Haliana. Sebagai petahana, Haliana memikul tanggung jawab besar untuk
menunjukkan hasil nyata dari kepemimpinannya. Dalam pandangan kami,
kesempatan Haliana sebagai pemimpin saat ini seharusnya menjadi panggung
bagi bukti kesuksesan program-program unggulan. Namun, apa yang Kita
saksikan saat ini justru kebalikannya.

Haliana belum mampu menunjukkan pencapaian konkret dari program-program
yang digadang-gadang sejak awal masa kepemimpinannya. Jika program-program
unggulan itu sukses, mengapa masyarakat Wakatobi tidak merasakan manfaatnya
secara langsung? Program seperti pengembangan udang vaname dan bawang
merah, yang menelan anggaran besar, seharusnya memiliki dampak positif dan
nyata bagi masyarakat. Sayangnya, hingga kini belum ada informasi transparan
yang menegaskan keberlanjutan atau keberhasilan dari program-program
tersebut.

Di tengah ketidakpastian ini, Haliana dan timnya justru dinilai mengalihkan
perhatian dengan kampanye negatif terhadap calon lain. Padahal, sebagai
pemimpin yang bertanggung jawab, petahana seharusnya memprioritaskan
komunikasi yang konstruktif kepada masyarakat, menjelaskan hasil kerjanya
dengan jelas, bukan malah menyebarkan isu negatif.

Haliana harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang
mampu memberikan bukti nyata, bukan sekadar janji. Transparansi adalah kunci.
Jika ada keberhasilan program, alangkah baiknya untuk menginformasikannya
secara jelas kepada publik. Itu bukan hanya bentuk akuntabilitas, tapi juga
menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat yang telah mempercayainya. Jika
tidak ada hasil yang bisa ditunjukkan, kritik dari kami tentu menjadi wajar.

Ke depan, masyarakat Wakatobi membutuhkan pemimpin yang bukan hanya
berbicara besar saat pemilihan, tetapi juga membuktikan dengan tindakan.
Masyarakat membutuhkan fakta, bukan sekadar kata-kata, agar kepercayaan
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terhadap pemimpin tetap terjaga.

Syahrir Lantoni: Janji dan Kualitas
Kepemimpinan

CALON Bupati Bombana Ir H Burhanuddin, MSi Tak Henti-hetinya menyambangi
warga sampai ke desa terpencil di seberang lautan.

Seperti pada Sabtu 14 September 2024, Burhanuddin menghadiri undangan
pertemuan tokoh masyarakat dan warga Desa Batu Lamburi di Kecamatan
Masaloka Raya.

Burhanuddin dan istri Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta rombongan
menempuh perjalanan laut dari Pantai Tabako di Kecamatan Rumbia Tengah ke
tanjung di Desa Batu Lamburi.

Jika saja janji-janji pemimpin sebelumnya dipenuhi yaitu membangun jembatan ke
Masaloka Raya, perjalanan laut seperti ini tentu hanya menjadi alternatif.

Sayangnya, janji tinggal janji, sehingga harapan masyarakat Masaloka Raya untuk
dibangunkan jembatan penyeberangan itu kini tertuju kepada Ir H Burhanuddin
dan wakilnya Ahmad Yani.

Harapan masyarakat Desa Batu Lamburi dan desa-desa lainnya di Masaloka Raya
kepada Burhanuddin dan Ahmad Yani disampaikan pada pertemuan di salah satu
rumah tokoh masyarakat setempat. Pertemuan dihadiri 60-an warga dan ibu-ibu
desa.

Letak Desa Batu Lamburi berada di sisi tanjung Masaloka Raya. Mereka
bermukim di pesisir dengan mata pencarian nelayan.

Transportasi lokal antar desa dan dusun sehari-hari hanya kendaraan roda dua.
Motor-motor mereka harus diseberangkan dengan perahu untuk sampai ke
Kecamatan Mataoleo atu Rumbia Tengah dan melanjutkan ke ibu kota Kabupaten
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Bombana di Kasipute.

Dalam pertemuan ada juga keluhan masyarakat tentang krisis air bersih. Warga
hanya mengandalkan air tadah hujan dan membeli dengan harga Rp 5 ribu per
jerigen.

Dulu di zaman Bupati Tafdil telah diresmikan instalasi air bersih PDAM, dengan
mengalirkan pipa-pipa ke rumah warga.

Namun hanya beberapa hari setelah diresmikan sudah tidak jalan. Perawatan
mesin dan penampungan air di instalasi itu nyaris tidak dilakukan.

Pernah ada inisiatif warga untuk mengadakan sumur bor. Tapi hanya mampu 10
meter. Air yang keluar hanya air asin. Di kedalaman 40 meter juga tidak bisa
menjangkau sumber air. Diperkirakan kedalam 100 meter lebih baru bisa dapat
sumber air.

Masalah ini juga mengemuka dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan
warga. Ungkapan mereka jangan ada lagi janji-janji manis di sini seperti
pemimpin yang lalu-lalu namun tidak terbukti. Mereka yakin Burhanuddin bukan
hanya bisa berjanji, tapi juga bukti.

Burhanuddin seperti haram mengumbar janji, namun jika berjanji pasti
dibuktikan. Seperti ketika berjanji menerangi Pulau Kabaena dengan listrik 24
jam dibuktikan dengan baik.

Saya masih ingat rekaman janji-janjinya. Selama saya ada di Bombana, insya Allah
listrik Pulau Kabaena akan menyala 24 jam. Janji itu dibuktikan dengan launching
“Listrik Kabaena 24 Jam Menyala” di Sikeli.

Di saat itu pula, mantan Pj Bupati di tiga kabupaten berbeda di Sultra ini
menyatakan niatnya untuk membanahi jalan di pulau itu.

Niatnya itu dimulai saat membuka Festival Tangkeno ke-10 di Tangkeno. Itu
setelah jakan-jalan menuju festival bolong-bolong. Dia terguncang-guncang.

Niat ini pun dibuktikan dengan menggelontorkan anggaran hampir 80 miliar
sehingga jalan dari Kabaena Barat ke Timur sudah teraspal.

Jika saja tidak diganti di tengah jalan di periode kedua, jalan aspal lingkar



Kabaena bakal tersambung.

Itulah bukti, bagaimana Burhanuddin taat pada janji. Fakta-fakta ini diakui
masyarakat Bombana, terutama warga Pulau Kabaena.

Ketika ada ungkapan Burhanuddin hanya “poles-poles” dan “cat-cat” dari hasil
jerih payah 10 tahun sebelumnya, tentu sulit dipercaya. Ungkapan ini
dipertanyakan balik. Lantas apa yang kemu lakukan setelah Atikurahman? Apa
yang signifikan 10 tahun untuk rakyat Bombana? Listrik? Tata kota? Infrastruktur
jalan? Atau apa?

Dalam wacana pembangunan, ada istilah liar bahwa siapa pun pemimpinnya,
pembangunan tetap jalan. Istilah kerennya auto pilot. Karena ada masyarakat,
ada perdagangan, ada transaksi, ada kebutuhan masyarakat yang akan terus
dipenuhinya. Ada relasi-relasi sosial juga. Masyarakat siapapun akan selalu
beradaptasi dengan kebutuhan dan lingkungannya.

Di situasi ini pembangunan akan tetap jalan sebodoh apapun pemimpinnya.
Pemerintah tinggal membuat regulasi, perda, UU, dan kebijakan. Sukses atau
tidaknya kepemimpinan tidak diukur pembangunan yang auto pilot itu, tapi
signifikansi dan percepatannya.

Pemimpin yang punya kualitas personal, tentu lebih mudah mendeteksi masalah
dan kebutuhan masyarakatnya. Kualitas ledearshipnya akan cepat meramu
sumberdaya yang ada dengan metodologi yang pas. Burhanuddin hampir memiliki
semua itu, sehingga dia menjadi pilihan terbaik untuk Bombana. Itu saja.

Opini : Petani dan Pemilu

Oleh : Badaruddin

Praktik pertanian pertama kali berawal di daerah “bulan sabit yang subur” di
Mesopotamia sekitar 8000 SM. Hal itu disepakati oleh para ahli sejarah yang
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menemukan bukti peninggalan artefak. Pada waktu itu daerah ini masih lebih
hijau daripada keadaan sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies
biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini.

Sejarah mencatat pertanian telah lebih dulu ada sejak 3000 tahun Sebelum
Masehi. Catatan pertanian sudah ada sejak lama, salah satunya ada pada
bangunan candi yang ada di Indonesia.

Dilihat dari sejarahnya pertanian lebih dulu ada dibandingkan dengan munculnya
sistem demokrasi yang dikenal sekarang ini. Berbicara tentang demokrasi maka
tidak bisa lepas dari peran dan perkembangan pertanian pada peradaban
manusia.

Dari pertanian manusia belajar untuk mengumpulkan makanan, membagi tugas
untuk individu dan kelompok, membagi waktu masa bercocok tanam hingga masa
panen. Dari sana mulai terbentuk pembagian hasil panen yang merata,
perencanaan masa tanam dan musim panen di dalam kelompok yang
menggambarkan proses demokrasi primitif.

Kelompok-kelompok ini bertahan dan melestarikan cara-cara mereka dalam
mengambil keputusan demi kepentingan bersama hingga di jaman demokrasi
kontemporer saat ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 40,64 juta pekerja di sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022. Jumlah itu porsinya
mencapai 29,96% dari total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa,
sekaligus menjadi yang terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya.

Data-data ini cukup penting jika bisa dijadikan acuan bahwa posisi petani lebih
banyak sehingga bisa mendorong sebuah perubahan besar melalui Pemilu.
Dengan berpartisipasi penuh dalam pemilu akan mempengaruhi munculnya
kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani di itu sendiri. Persatuan petani
sangat menentukan dalam pemilu sehingga bisa melahirkan pemimpin yang betul-
betul berpihak pada kesejahteraan petani.

Hal ini sering terlupakan bahkan ada anggapan bahwa pertanian tidak begitu
penting dalam satu negara. Profesi petani masih dianggap sebelah mata baik oleh
individu maupun pemerintah.



Tingkat kesejahteraan petani di Indonesia masih sangat kurang disebabkan
sistem pertanian yang belum memadai, infrastruktur pertanian yang kurang maju,
hingga pengolahan hasil tani yang masih tradisional.

Hal ini sebenarnya bisa diatasi jika dalam pemilu dan demokrasi petani diajak
berperan penting. Proses pengambilan kebijakan yang lebih memperhatikan
posisi pertanian sebagai prioritas utama.

Indonesia sendiri terkenal sebagai negara agraris dan sebagian besar berprofesi
sebagai petani. Namun kebijakan pemerintah atau hasil dari demokrasi itu sendiri
tidak memihak para petani.

Petani dalam demokrasi perlu di perhatikan dengan seksama bahwa terwujudnya
demokrasi bukan hanya untuk para pekerja di sektor pemerintahan, sektor
swasta, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali
petani.

Suara mereka lebih banyak untuk menentukan para pemimpin yang akan
mengambil kebijakan dan membuat keputusan-keputusan penting di masa
mendatang. Sudah seyogyanya hasil dari suara yang mereka berikan
mendapatkan timbal balik yang sesuai yaitu dengan mendukung pertanian lebih
masiv lagi.

Indonesia sendiri tercatat sebagai negara di urutan ke tiga sebagai penghasil
beras terbesar di dunia. Bukan hal yang mustahil jika masyarakat dan pemerintah
bersama-sama menjadikan negara Indonesia berada di urutan pertama.

Untuk mewujudkannya maka diperlukan peran demokrasi dimana pemilu harus
menghasilkan pemimpin yang lebih peduli terhadap petani, dengan membuat
Program subsidi pupuk yang cukup dan memadai, Pembelian hasil panen yang
adil bagi petani, Tersedianya bantuan alat pertanian yang canggih dan modern,
serta dukungan dari para ahli pertanian untuk terus berinovasi untuk
mensejahterakan petani.

Petani dalam hal ini juga tidak bisa mengabaikan proses demokrasi apalagi
sampai apatis. Untuk menghasilkan pemimpin yang peduli terhadap nasib petani,
maka petani itu sendiri harus turut serta memilih dan melek terhadap pemilu dan
demokrasi.



Partisipasi petani sangat diperlukan untuk memilih, mengawasi, hingga
mengawal kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemimpin yang akan dan
sudah terpilih.

Dengan demikian, Pertanian tidak bisa lepas dari nilai ekonomi yang
melingkupinya. Sektor pertanian menempati urutan pertama dalam pembangunan
yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi yang menentukan bahwa masyarakat
harus memegang peran aktif dalam pembangunan.

Pembangunan sistem usaha tani dalam demokrasi harus berdasarkan sistem
pertanian keluarga yang komersil, bukan menggunakan sistem perkebunan besar.
Penggunaan asas kekeluargaan dalam pembangunan ekonomi terutama sektor
pertanian maka hal itu akan sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yaitu sebagai
berikut :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari daya beli masayarakat dan
pencipta lapangan kerja terbesar dan terluas. Tidak dapat dipungkiri bahwa
sektor pertanian menjadi pendukung terbesar dalam proses pembangunan
industri, infrastruktur, hingga manufaktur untuk mendukung usaha tani yang
modern.

Hingga saat ini pembangunan pertanian masih tersendat yang terindikasi oleh
beberapa aspek yaitu kualitas sumberdaya manusia masih rendah, posisi tawar
yang tidak meningkat, kurangnya informasi pasar, kualitas produk yang rendah,
terjadinya fluktuasi harga.

Oleh karena itu sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap terwujudnya
demokrasi ekonomi yang telah lama kita cita-citakan. Baik pemerintah, pihak



swasta, dan masyarakat harus melihat kembali di amanat undang-undang dan
mewujudkan dalam proses pembangunan jangka panjang agar bisa menjadi
konstitusi yang kokoh serta mandiri.

” Kriminalisasi ” Pengusaha Lokal
Di Balik Kepentingan Tambang
Oligarki

Oleh : Ashari *

Kembali naiknya isu pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkhusus di
bumi oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) seharusnya jadi perhatian serius
dari semua aparat di tingkat daerah sampai pusat. Bukan lalu menjadi seperti
“Kentut” tak nampak tapi bau nya terasa.

Inilah potret antara kebijakan dan kepentingan satu sama lain yang patut di
curigai tentang bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum “Berselingkuh” di
balik kepentingan pengusaha atau pemodal besar yang hasil profitnya di pakai
sekedar kesenangan dunia saja.

Satuhal catatan yang menarik yang kami telaah dan bedah bahwa nyaris semua
perusahaan tambang di wilayah kami bumi Oheo Konawe Utara tak satupun legal
standingnya mulus seratus persen yang artinya semua punya celah dan cerita
yang sama.

Lalu aneh juga ketika perusahan-perusahaan tambang di konut terlihat segelintir
pos security-nya ada yang berseragam dan bersenjata.

Kuatnya indikasi pertambangan ilegal baik yang terus di suarakan dari berbagai
lembaga kemasyarakatan melalui demonstrasi maupun pemberitaan di media
massa semuanya hanya sekedar angin lalu.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum
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membuktikan semua ini, di tengah banyak nya aparat penegak hukum sendiri
yang terlibat. Nuansa politis dan kepentingan gajah-gajah inilah sulit untuk di
bongkar.

Studi kasus komparatif antara penegakan PT. Bososi Pratama dengan PT. Roshini
Indonesia yang kami nilai tendensius. Wilayah hukum Konut ada institusi Polres
yang kadang tidak dilibatkan seketika “Kaget” mendengar garis police line sudah
terpasang. Ini ada apa ? Kok yang lain tidak tersentuh ? Lalu tambang yang lain
bebas beroperasi padahal pelanggarannya sama bahkan ada yang lebih parah.

Kasus pertambangan bukan sekedar ilegal mining semata, namun realitas di balik
teka teki itu berakhir deskriminalisasi. Bukan itu saja, ironis berimbas kepada
pengusaha lokal asli daerah menjadi suatu pengalihan, target dari scenario
kolaborasi oligarki Tambang.

Sebagai kesimpulan, jika supremasi hukum benar-benar mau di tegakkan kami
siap sebagai jarum kompas mengawal penindakan oknum tambang ilegal tentunya
dengan dasar asas keterbukaan, keadilan serta kepastian hukum. Dengan
demikian di pastikan tak satupun tambang di konut yang akan beroperasi.

Namun persoalan yang mendasar juga perlu di ingat bahwa ekonomi kerakyatan
cukup membantu pemerintah dari profit sektor pertambangan terutama
kontribusi riil dari pihak pengusaha lokal itu sendiri yang faham kondisi daerah
nya serta tinggal bersama di lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya pengusaha
lokal juga ikut berperan aktif bahkan dalam situasi bencana alam tidak hanya
sekedar materi, juga turun langsung memberikan bimbingan sikologis terhadap
keluarga yang terdampak.

Oleh nya itu penegak hukum layaknya lebih selektif memberikan pembinaan
hukum kepada pengusaha lokal yang jika kekurangan nya dalam melaksanakan
pengelolaan tambang masih jauh dengan kaidah-kaidah sesuai yang di amanat
kan undang-undang.

*, Penulis : Ketua Explor Anoa Oheo



Opini : Pantaskah Wonua
Bombana Menjadi Tourist
Destination ?

Oleh : Asbar *

Potensi Pariwisata Bombana

Bila kita bertanya tentang Gunung Bromo, maka semua akan menjawab kawasan
itu adalah destinasi wisata gunung yang berada di daerah Malang, Jawa Timur,
disaat kita menyebut wisata laut, maka Pulau Hoga di Kabupaten Wakatobi akan
menjadi topik pembahasan. Daerah yang terkenal dengan surga di bawah lautnya
adalah ikon kepariwisataan dunia yang mampu menarik pengunjung dari seluruh
dunia. Wakatobi telah membuktikan diri mampu menyerap bukan hanya
wisatawan lokal namun juga wisatawan mancanegara. Lalu bagaimana dengan
Bombana ? potensi pariwisata apa yang dimikinya?

Secara administratif Bombana berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat dan
Kabupaten Buton dibagian Timur, Kabupaten Konsel dibagian Utaranya dan
Kabupaten Kolaka pada batas barat. Dari letak geografis Bombana merupakan
sebuah daerah yang strategis karena menjadi gerbang pelayaran dari Kabupaten
Muna Barat dan menuju Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. dari
akses itu, Wonua Bombana menjadi daerah transit dari kedua daerah tersebut.
Bombana juga dapat dikatakan sebagai melting pot tempat berbaur berbagai
suku bangsa dan budaya, sehingga tidaklah berlebihan bila kita memberi predikat
bahwa bombana adalah “replika Sulawesi”. Letaknya yang sangat strategis
menjadikan Bombana sangat mudah dan murah untuk dikunjungi, baik untuk
kegiatan perekonomian dan pariwisata atau tujuan lainnya.

Untuk dapat di